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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mempunyai kewajiban

memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, serta sebagai

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terselenggaranya tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari peran Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang menjalankan roda pemerintahan serta berkewajiban

memberikan pelayanan publik yang prima baik aparatur negara yang berada di

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan  Pasal  1 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur negara yang diawasi oleh

Ombudsman yaitu lembaga negara yang berkewenangan mengawasi

penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya Ombudsman tidak lain untuk dapat

mengawasi pelaksaan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada
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masyarakat dilakukan secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi antar

golongan masyarakat sehingga dapat tercipta kesejateraan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu isu menarik dalam penyelenggaraan

otonomi daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan pelayanan publik berkaitan

langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan,

kesehatan, perizinan, infrastruktur, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan,

dan lain sebagainya. Peran pemerintah sebagai regulator, administrator dan

dinamisator dituntut untuk siap menghadapi perubahan zaman yang terjadi.

Sumberdaya aparatur yang berperan langsung dalam penyelenggaraan

pemerintahan menjadi kunci keberhasilan perubahan, tuntutan perkembangan

teknologi yang begitu cepat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan

pelayanan publik sehingga aparatur pemerintahan harus dapat beradaptasi dengan

baik dalam setiap perubahannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Agung

Kurniawan (2005:1) yaitu

“Dalam perkembangan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun
format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan
perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian,
pembaharuan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan
masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya kerangka
pelayanan.”

Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa masyarakat saat ini masih

termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan publik. Dengan kata lain,

pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam perwujudan pelayanan

sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat yang sesungguhnya.
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Pelayanan publik yang diberikan masih berorientasi pada penguasa tanpa

melihat kedaaan masyarakat yang sesungguhnya, hal ini membuat birokrasi jauh

dari misinya untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Kecenderungan

seperti itu terjadi karena birokrat sebagai penyedia layanan menempatkan dirinya

sebagai “penguasa” bukan sebagai penyedia pelayanan (Sinambela, 2016:4).

Akibat sikap dan perilaku tersebut, pemerintah mengabaikan kepentingan dan

aspirasi masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik juga memperburuk

keadaan, dimana elit politik dan birokrasi seringkali memperoleh perlakuan

istimewa dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hakekatnya perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke

desentralisasi harus mengikutsertakan perubahan penyelenggaraan pelayanan

publik agar terciptanya akses dan mutu pelayanan yang baik. Berkembangnya

pola fikir masyarakat yang kian maju maka pemerintah dihadapkan pada

pentingnya kualitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan

yang prima akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh

masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas menjadi

kewajiban utama yang harus diselenggarakan oleh aparatur negara sebagai abdi

masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, membagi kelompok pelayanan publik, yaitu:
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1. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB), Parpor, Sertfikat Kepemilikan/Penguasa
Tanag, dan sebagainya.

2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon
penyedia tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Pelayanan administratif dilakukan pula oleh kecamatan sebagai bagian dari

wilayah dari daerah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 menyebutkan

bahwa “kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah

dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.” Dari ketentuan pasal

tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan merupakan bagian dari Pemerintah

Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat yang bertindak sebagai kepala

kecamatan. Kecamatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang

mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah tanggungjawab camat. Salah satu

tugas pokok kecamatan yang harus dilaksanakan adalah pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kecamatan adalah pelayanan

administratif, dimana dalam pelayanan administatif hanya melayani pelayanan

yang berbentuk dokumen resmi. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan

administratif masih terdapat beberapa permasalahan yang didasarkan pengalaman

peneliti itu sendiri, seperti ketidakjelasan waktu penyelesaian dokumen, pegawai

yang kurang ramah, adanya biaya diluar ketentuan yang sudah ditetapkan
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sebelumnya, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut yang

umumnya terjadi pada pelayanan publik di kecamatan. Oleh karena itu,

penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan perlu adanya perbaikan

pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggungjawab dan terus

berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya

tersebut tercermin dengan dikeluarkannya suatu kebijakan yakni Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat

PATEN, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1

menyebutkan “penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan dari tahap

permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.” Hal ini berarti

proses penyelenggaraan pelayanan administratif dilakukan secara bersamaan pada

satu loket dengan berbagai pelayanan yang tersedia. Ruang lingkup PATEN

meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Maksud dari penyelenggaraan

PATEN untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan

menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di

kabupaten/kota. Namun pada hakekatnya, penyelenggaraan PATEN juga

bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik, sehingga

memunculkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh

pemerintah.
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Kabupaten Malang merupakan daerah di Provinsi Jawa Timur yang sudah

mengimplementasikan PATEN pada wilayah kecamatannya. Berdasarkan hasil

evaluasi kerja Pemerintah Kabupaten Malang terdapat beberapa kecamatan yang

sudah mengimplementasikan PATEN dengan cukup baik, kecamatan-kecamatan

tersebut yakni Kecamatan Wajak, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pakis,

Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Dan Kecamatan

Kepanjen.

Salah satunya diantaranya adalah Kecamatan Singosari. Penyelenggaraan

PATEN di Kecamatan Singosari dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati

Malang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang

Bupati Kepada Camat dan Keputusan Bupati Malang Nomor

188.45/714/KEP/412.013/2015 Tentang Penetapan 26 Kecamatan Sebagai

Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten

Malang. Sejak ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN, Kecamatan Singosari

mulai menyiapkan segala sesuatu yang menjadi syarat untuk dapat

mengimplementasikan PATEN. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti

dengan ibu Wiwik Rahayu Selaku Kasi Pelayanan Publik, beliau mengatakan:

“untuk dapat mengimplementasikan PATEN terdapat tiga syarat yakni
substantif, administratif dan teknis. Kecamatan singosari sudah
melaksanakan ketiga syarat tersebut diantaranya dengan mempersiapkan
sarana dan prasarana, prosedur untuk menunjang PATEN sesuai dengan
kebijakan peraturan bupati terkait PATEN dan mempersiapkan SDM itu
sendiri.” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 12.30 WIB)

Dilaksanakannya ketiga syarat tersebut, membuat kesiapan Kecamatan

Singosari dalam menyelenggarakan PATEN cukup matang. Karena didalam

syarat-syarat tersebut tersedia hampir setiap kebutuhan yang dibutuhkan untuk
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menyelenggarakan pelayanan publik, diantaranya kejelasan Standar Operasional

Prosedur (SOP), kejelasan uraian tugas setiap pegawai yang bekerja, jenis dan

waktu pelayanan, saranan dan prasarana yang cukup baik untuk dapat menunjang

petugas memberikan pelayanan, dan lain sebagainya..

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat dua bidang

pendelegasian yaitu bidang perizinan dan non perizinan yang terbagi dalam

bidang-bidang lainnya. Bentuk layanan di bidang perizinan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
4. Izin tempat parkir insendentil
5. Izin reklame insendentil
6. Izin kelompok kesenian
7. Izin lembaga kursus dan pelatihan
8. Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)
10. Izin pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TMB)
11. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)

Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singosari hampir mendekati kata

standarisasi pelayanan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, mengingat bahwa

untuk mengimplementasikan PATEN Kecamatan Singosari mempersiapkan

segala hal sebagai penunjang pelaksanaan PATEN. Meskipun demikian, dalam

pelaksanaan PATEN masih ditemukan permasalahan yang membuat implementasi

kebijakan PATEN berjalan kurang maksimal. Permasalahan tersebut adalah

kurangnya komunikasi yang dilakukan Kecamatan Singosari, sehingga membuat

sebagian masyarakat belum mengerti terkait kebijakan PATEN dan prosedur yang

terdapat dalam kebijakan tersebut. Komunikasi yang dilakukan hanya sebatas

informasi yang diberikan pihak kecamatan kepada kantor kelurahan dan kantor
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desa serta penjelasan secara langsung yang diberikan oleh petugas pelayanan

kepada masyarakat yang berada diruangan PATEN. Belum adanya sosialisasi

yang dilakukan secara langsung oleh pihak kecamatan kepada masyarakat

menambah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PATEN. Oleh karena

itu, masih terdapat masyarakat yang belum mengerti terkait kebijakan PATEN

yang di implemetasikan oleh Kecamatan Singosari.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jelas

mengenai keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Singosari.

Apakah implementasi PATEN akan sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan

tersebut yakni meningkatkan pelayanan publik. Mengingat bahwa masih terdapat

masyarakat yang masih belum mengetahui terkait kebijakan PATEN dan

prosedurnya. Maka dari itu, penelitian mengambil judul “Implementasi

Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (studi pada Pelayanan Perizinan

di Kecamatan Singosari)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat

diidentifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Administasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) pada Pelayanan Perizinan di Kecamatan Singosari?

2. Bagaimana dampak Implementasi Kebijakan Pelayanan Administasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik di Kecamatan Singosari?
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3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi

Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada

pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di

Kecamatan Singosari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi

kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada

pelayanan Perizinan di Kecamatan Singosari.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak dari

kebijakan implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Singosari.

3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung

dan faktor penghambat implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik di Kecamatan Singosari.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi saranan

peningkatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Administrasi

Publik, khususnya pada bidang Manajemen Pelayanan Publik.
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b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai

perbandingan bahan studi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa

yang ingin meneliti terkait kondisi pelayanan publik pada instansi

pemerintah, khususnya pada kantor Kecamatan Singosari.

2. Kontribusi Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan

bagi masyarakat yang ingin mengetahui penyelenggaraan pelayanan

publik pada kantor Kecamatan Singosari.

b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan pertimbangan

serta masukan pada Kantor Kecamatan Singosari agar kedepannya

dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar dari penulisan karya ilmiah

serta bertujuan untuk membantu pembaca mengetahui susunan keseluruhan dari

penulisan ini. Adapun sistematika penelitian dalam penulisan proposal ini terdiri

dari tiga bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika

penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori yang

digunakan peneliti dalam menyusun skripsi serta kerangka teori

sebagai landasan dari penelitian ini. Teori yang digunakan

diantaranya kebijakan publik, pelayanan publik, Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang

digunakan penulis. Metode yang digunakan tersebut menyangkut

jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode

analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini. Pada

bab ini dikemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan

fokus penelitian. Data tersebut kemudian disajikan sesuai dengan

temuan yang ada, lalu dilakukan analisis pada penyajian data

tersebut.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan

tersebut ditarik berdasarkan hasil penelitian dan saran diberikan

kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini.


